- Menimbang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/ps /PEMILU/DPRD-

KAB/PWSL.MRS.27. 12/VII1/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN G MAHA ESA

a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Maros telah mencatat dalam buku Register

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

Permohon dari:

Nama : Umar Arif Dermawan

No. KTP : 7309012502830002

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dakota No. 48 KP. Baru
Hasanuddin Kec. Mandai
RT/RW. 001/001 Kab. Maros

Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 25-02-1983

Pekerjaan/Jabatan :Ketua DPD Partai Perindo
Kab. Maros
dan
Nama : Jufri
No. KTP : 7309012404830001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kompleks Perhubungan
Udara Kel. Bonotoa Kec.
Mandai Kab. Maros

Tempat, Tanggal Lahir : Batangase, 24-04-1983

Pekerjaan/Jabatan :Sekretaris DPD Partai Perindo
Kab. Maros

Dengan permohonan tertanggal Rabu, 8 Agustus 2018

dan dicatat dalam Buku Register Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor

001/PS/PEMILU/DPRD-

KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018.
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Maros telah memeriksa permohonan dengan hasil
sebagai berikut:
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1. Permohonan Pemohon
a. Identitas Pemohon
Nama . Umar Arif Dermawan
No. KTP : 7309012502830002
Alamat/Tempat Tinggal: Jl. Dakota No. 48 KP. Baru Hasanuddin Kec.

. Mandai RT/RW. 001/001 Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 25-02-1983

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kab. Maros
dan

Nama : Jufri

No. KTP 7309012404830001

Alamat/Tempat Tinggal:Jl. Kompleks Perhubungan Udara Kel
Bonotoa Kec. Mandai Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Batangase, 24-04-1983

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo Kab. Maros
b. Identitas Termohon

Nama : Samsul Rizal, S.IP.,M.Si

No. KTP : 7309042008820002

Alamat/Tempat Tinggal:Padang Assitang Kel. Bori Kamase Kec.
Maros Baru Kab. Maros
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 20-08-1942

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPUD Kabupaten Maros
Nama : Mujaddid, S.Pd
No. KTP : 7309012009860001

Alamat/Tempat Tinggal: Kompleks Darul Istigamah Kel. Bontoa Kec.
Mandai Kab. Maros

Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 20-09-1986

Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPUD Kab. Maros
Nama : Umar, M.Pd.I
No. KTP 7309140702720002

Alamat/Tempat Tinggal:Ling. Kassi Lama Kel.
Turikale Kab. Maros

. Komisioner KPUD Kabupaten Maros
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pettuadae Kec.

Pekerjaan/Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Matos sebagai Termohon. »ssrre=rsoinanase2alaes =il

c. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros
1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

adalah Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untgk mengawal
dan mengawasi jalannya Pproses pemilihan umum di Kabupaten
Maros dan berwenang untuk memeriksa dan_mengadlh Sengkgti
antara Pemohon dan Termohon akibat dikelurkannya obje

Sengketa - rm=--cem--mm-------aasrmmarieT



langgaran Pemilu; dan 2) Sengketa

cetentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor
itang Pemilihan Umum “Dalam melakukan
la proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam
awaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima
lesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
emverifikasi secara formal dan material permohonan
- sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3)
-mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah
Sota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu
i wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan
engketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa
R Ayl KD/ KOtQ”; ~=-=====mmm e mmm o imom e
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
U1 tang Pemilu Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi
sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta
Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  sebagai  akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,
LR A U R 0T e e SR S
S5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “1) Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan
penyelesaian  sengketa  proses pemilu  sebagai  akibatt
dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan Penyelesaian
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Pesera Pemilu; (3)
Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana
dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit
memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. Pihak Pemohon; dan c.
keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan
Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; ----
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu Pasal 468, berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan
sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu
paling lambat 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, (3)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakul‘can
penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui tahapan: a. menenma
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diasi atau musyawarah dan mufakat; (4)
rcapai kesepekatan antara pihak yang
ina dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bawaslu,
Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan
LY QA TUAIRAST”; ~=mmomcsammmce e a i
- ketentuan Peraturan Badan Pengawas
or 18 Tahun 2017 sebagaimana yang telah
uran Badan Pengawas Pemilihan Umum
18 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
mum Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas
Nomor 18 Tahun 2017 berbunyi: “(3) Bawaslu
venang menyelesaikan sengketa proses Pemilu
leh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
inya termohon adalah Komisi Pemilihan Umum
aros akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU
: aros tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
1 Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan
Dok en Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros
- Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ; ---------=---===mmmmmmmmmmmmmmm e
- Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan
n hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Maros
nggal Tujuh Agustus Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil
Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum Tahun 2019,
dimana salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros
dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros dinyatakan status Tidak
e S S et e
10) Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Adjudikasi berpendapat
bahwa Bawaslu Kabupaten Maros berwenang memeriksa dan

81 cnaltie SER L IARARGILO. -~ ~=====~=—~—=—"T==T-Tm-STmTomomommomosoomoomo

d. Kedudukan Hukum
Menimbang bahwa kedudukan hukum (legal stending) Pemohon

R e
1) Bahwa pemohon adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai DPD
Partai Perindo Kabupaten Maros sesuai Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor: 58 /PL.Q1.1-
Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pentapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
I sbanaten icotanl alnume 201 S5 isasgenraemssmn e -~ o0 T
2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang—Undang Nomor
7 tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: “Peserta Pemilu untuk
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”. -----===========7====""""""777
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Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
lan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

berbunyi: (1) permohon sengketa proses pemilu

berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
‘  Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
' ﬁmfum Pasal 7A berbunyi: “permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta pemilu
dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut: c. tibgkat Kab/Kota diajukan oleh Ketua dan
Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain. ----------------
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggoota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota,
Pasal 10 berbunyi: (1) partai politik mengajukan dokumen
persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan
administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/Kip Aceh dan
KPU/Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3”. -—-------—————____
7) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, Pasal
11 berbunyi: “(1) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1): a. surat
pencalonan menggunakan formulir B; b. daftar bakal calon
menggunakan formulir B.1; dan c. surat pernyataan pimpinan partai
politik yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan
telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis
dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal partai
politik. (4) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota
DPRD Kabu/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kab/Kota
atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; ---------------
8) Bahwa permohonan dalam sengketa in casu adalah saudara Umar
Arief Dermawan dan saudara Jufri adalah Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Partai Perindo Kabupaten
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di atas, Majelis Adjudikasi
ohon mempunyai kedudukan hukum
7 nohon dalam sengketa a quo; -------------

T . . e o . e o S e

angka waktu pengajuan permohonan oleh
~Kom131 Pemilihan Umum Kabupaten Maros
ggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara
'PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang  Hasil
absahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
RD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019
7 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada hari

mohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
han umum ke Panwaslu Kabupaten Maros setelah
. paten Maros menerbitkan Berita Acara penetapan status
‘tidak memenuhi syarat salah satu bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7
Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten Maros
pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2018; —-----—-----—-—-
3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) “permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,
dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
AKIDAL”;) == mmmmmmm o e e
4) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12
ayat (2) “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan
KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU
Koaohupaten/ Kolah, s=srrsrrsonsr-anisnass-=smnnosneaoorsmn snm e oo m oo oo oo
5) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan
umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3
(tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada
hari selasa tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari
G - e
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asal 467 ayat (4) Undang-Und
han Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa
han umum karena termohon Komisi Pemilihan Umum
Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara
. menerbitkan berita acara penetapan status tidak
1h arat salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten
alam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 hari
sedangkan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
a proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten Maros

Menimbang, selanjutnya  Majelis  Adjudikasi  akan
mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: --------=-----------
1) Bahwa pemohon pada pokoknya mempersolakan Berita Acara KPU
Kabupaten Maros Nomor: 93 /PL/01-BA/7309/Kab/VIIl/2018
tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan
Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, sehingga mengakibatkan
salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Il
dari DPD Partai Perindo Kabupaten Maros atas nama Yusri Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten
Maros, karena KPUD Kabupaten Maros menganggap belum cukup
kuat dengan lampiran Foto Copy SK Pensiun Nomor:
000152 /KEP/EV/27308/18 yang diterbitkan oleh Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di
Makassar pada tanggal 29 Juni 2018 dan KPUD Kabupaten Maros
menilai Saudara Yusri masih berstatus Pengawasi Negeri Sipil
(BNE) pada tanzgal SUMGIEEEES S Sigss+ S55porn s ==~ —-=-==mmoms
2) Bahwa pemohon berkeyakinan pada waktu masa akhir perbaikan
kelengkapan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Maros yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan
atas nama Yusri substansinya sudah berhenti sebagai Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18
tertanggal 29 MEIEODIREE et snrnrrsame e =0 "
3) Bahwa dalam alasan Permohonan Pemohon berkeberatan
terhadap penetapan berita acara hasil verifikasi keabsahan
perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Maros
pada Pemillhan Umum tahun 2019 Nomor: 93/PL/01-
BA/7309/Kab/VII[/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan
Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus 2018
sehingga berakibat salah satu bakal calon Anggta DPRD
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Adjudikasi  akan
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J "”;Kabupaten Maros untuk didaftarkan
r Calon Sementara (DCS) Bacaleg DPRD

2mohon
bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon
engajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi
materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-5,
SOl
No | Kode Bukti Keterangan
1 P1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Perindo Nomor: 684-SK/DPP-PARTAI
PERINDO/II1/2017 Tentang Pengesahan
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
2 P2 Berita Acara KPU Kabupaten Maros Nomor:
93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang
Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen
Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7
Agustus 2018
3 P8 Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor:;
000152 /KEP/EV/27308/18 tertanggal 29 Juni
2018
- P4 Surat Pengantar Badan Kepegawaian, Pendidikan |
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros tentang
usulan Kenaikan Pangkat
5 P5 | Surat Pengunduran Diri sebagai PNS
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Uraian Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi  akan

mempertimbangkan jawaban termohon sebagai berikut: ----------------

1)

2)

3)

Menimbang bahwa termohon dalam jawaban atas objek sengketa a
quo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggraan
pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan
dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan
Verfikasi  Anggota  DPR, DPRD  Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam tabel 7 nomor 1,
pada kolom Parameter Keabsahan huruf e dinyatakan bahwa
“dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala
Dearah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT),
Jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, maka bakal
calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-
dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan
huUruf C7; == mm e e

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib
dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh
Partai Politik peserta Pemilu masing-masing; --------------------=-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur
mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut:
“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyrawan pada badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan
dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;---

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 KPUD Kabupaten
Maros menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo
Kabupaten Maros berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan
memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan
mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya
tanda terima pendaftaran (formulir TT.Pd) pada hari yang sama
yakni tanggal 17 Juli 2018; -----—-—--——-—-- -

Menimbang, bahwa KPUD Kabupaten Maros setelah menerima
berkas pengajuan pencalonan, Tim Verifikasi bersama tim
penghubung Partai Perindo langsung melakukan verifikasi
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'DPD Partai Perindo Kabupaten
ent verifikasi kelengkapan dan
1 yang telah diparaf oleh tim
. verifikasi menemukan bahwa
omor urut 1 (satu) untuk daerah
nelampirkan dua dokumen, maka tim
uk melakukan verifikasi dan penelitian
lap keabsahan informasi dan dokumen
gkutan sebab tidak adanya domkumen
”mbandmg (formulir model BB.1 dan

sﬂ verifikasi kelengkapan dan keabsahan
bakal calon dan syarat bakal calon dalam
~dan lampiranya telah diberikan oleh KPUD
v s kepada tim penghubung Partai Perindo
- Maros pada tanggal 21 Juli 2018. Lampiran hasil
ka rsebut memuat dokumen-dokumen syarat bakal calon
; harus dilengkapi atau diperbaiki oleh seluruh bakal calon
nelalui tim penghubung Partai Prindo, termasuk bakal calon atas
nama Yusri, waktu yang diberikan masing-masing Partai Politik
untuk melengkapi seluruh dokumen syarat calon adalah 10
(sepuluh) hari sejak tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; -------------------—-

b. Bukti Termohon
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon,
termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang
telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1
e el DTl et e A

No | Kode Bukti Keterangan

1 T Instrumen  verifikasi  kelengkapan dan
keabsahan dokumen bakal calon

2 T2 Model BB.1-DPRD  Kabupaten  (Surat

Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun
2019); dan Model BB.2-DPRD Kabupaten
(Informasi Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun
2019)

7 T3 Model BA.HP DPRD Kabupaten dan Lampiran
Model BA.HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota (Lampiran Berita Acara
Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019)
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bg dimohonkan termohon B o R
imbang, bahwa selanjutnya Majehs Adjudikasi akan

m mWMbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh termohon
i

- “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”

3. Fakta Adjudikasi
a. Keterangan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan

mempertimbangkan keterangan pemohon dalam fakta Sidang

AL T o o e h oy ] g b R B SRS

1. Bahwa keterangan termohon dalam sidang Adjudikasi,
Pemohon menyatakan lampiran berkas pemohon kepada KPUD
Kabupaten Maros pada tanggal 31 Juli 2018 atas nama Yusri
telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Rabupaten [Kota; =—----=-—-==-— o

2. Bahwa keterangan pemohon dalam sidang Adjudikasi, Pemohon
menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak mencantumkan bahwa terhitung mulai
tanggal (TMT) sebagai persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara. ------------------—-—-

b. Keterangan Termohon
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan
mempertimbangkan keterangan termohon dalam fakta Sidang
Adjudikasi sebagai berikut: ------------=---- oo
1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Yusri secara
subtansi sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai SK
nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, namun termohon
berpendapat lain, termohon menilai bahwa atas nama Yusri
tersebut masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat
mengajukan diri dan/atau didaftarkan oleh DPD Partai Perindo
Kabupaten Maros, karena terhitung mulai tanggal pensiun yang
bersangkutan jatuh pada tanggal 1 Agustus 2018 meskipun
telah memperoleh SK Pensiun; ------==-=========m==memmmmeme oo
2. Bahwa termohon berdasar pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan
Verifikasi Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam tabel 7 nomor
1, pada kolom Parameter Keabsahan huruf e dinyatakan bahwa

11

81 A n e .’-'-'""J"I.”l’i“;w,
\wa,;‘:‘-g e



e A

et g: e ;A‘NH iAA }‘f’t.ri}‘ AWA 8

o o a—(f}j KABUFP T E M

et ‘dalam ‘hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain

~ Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal

o ’;'):.';_{Wh p‘cfda Jangka waktu masa pengajuan bakal calon

e nutal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT,

makabakal ealon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan

-::féaku}nwndokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a,

" huruf b, dan Ruruf c*; ==-===-=ememmmm e

- Sehingga _KPUD Kabupaten Maros memberikan status Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maros atas nama Yusri.

3. Bahwa dokumen yang diajukan oleh DPD Partai Perindo
Kabupaten Maros pada daerah Pemilihan Maros II, bakal calon
nomor urut 1 (satu) atas nama Yusri hanya memasukkan
dokumen BB.1 dan dokumen BB.2 sehingga termohon belum
bisa melakukan penelitian dan verifikasi secara menyeluruh
terhadap bakal calon tersebut. Di akhir masa pengajuan
perbaikan, yakni pada tanggal 31 Juli 2018 Tim Verifikasi
termohon menemukan informasi dari fotocopy KTP yang
bersangkutan masih berstatus PNS sehingga tim meminta SK
pensiun yang telah dilegalisir untuk keabsahan dokumen.
Setelah SK pensiun tersebut diteliti dan diveriffikasi pada masa
verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon pada tanggal
1 s/d 7 Agustus 2018 termohon menemukan bahwa TMT
Pensiun yang bersangkutan jatuh pada tanggal 1 Agustus
2018, sehingga seharusnya yang bersangkutan memasukan
dokumen pengunduran diri sebagaimana seharusnya. ----------—-

c. Keterangan Saksi dan Lembaga Pemberi Keterangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan

mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh

Pemohon, dan Lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan

Bawaslu Kabupaten Maros sebagai berikut: --------=-=------"="=-"=e-

1) Bahwa saksi Pertama atas nama Yusri yang juga sebagai Bakal
Calon yang dinyatakan TMS dalam berita acara KPU Kabupaten
Maros menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Surat
Keputusan Pensiun pada tanggal 29 Tl 2018 —rerrmeoan e

2) Bahwa saksi pertama atas nama Yusri menyatakan bahwa sejak
menerima SK Pensiun masih sering masuk kantor walaupun
tidak seakiifiDiasanya; ~eess kres-raasnrropsnssansa-nmmssRmnAn T TR Y

3) Bahwa menurut saksi pertama atas nama Yusri berdasarkan SK
pensiun tersebut, masa pensiun berlaku pada tanggal 31 Juli
D018; 5o St te fine - cmnrbs R e RS R SR AR gRE R AT T T

4) Bahwa pengakuan saksi pertama atas nama Yusri, dirinya
mengatahui didaftarkan sebagai bakal calon anggot.a DPRD
Kabupaten Maros pada saat menerima SK Pensiun dan

menandatangani Surat Pernyataan sebagai Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Maros dari Partai Prindo pada tanggal 17 Juli

PEITIERER . G ot
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e 5)Wa menurut Saksi pertama atas ""%;ama Y e, mengékuf
bg.hwa telah diberikan pemberitahun tertulis oleh KPUD Maros
pgrihal kekurangan berkas penccalonan bakal calon Anggota

- DPRD Kabupaten Maros pada pemilihan umum 2019 dan
Co e LT

6) Bahwa saksi pertama atas nama Yusri menyatakan bahwa tidak

pK;rSah memberikan surat pengunduran diri dari PNS kepada

Bahwa_ saksi pertama atas nama Yusri mengakui akan

~ menerima gajip pensiun pada bulan Agustus tahun 2018; -------

) Bahwa saksi kedua atas nama Muhammad Sahar mengatakan

- bahwa hanya mengetahui sebahagian proses pendaftaran dan

pemasukan berkas suadara Yusri, termasuk hanya mengambil
SK Pensiun dirumah saudara Yusri atas permintaan Sudara
Jufri Sekretaris Perindo untuk dikumpulkan di KPUD
LT e e e S

9) Bahwa saksi kedua atas nama Muhammad Sahar menyatakan
membuatkan surat pengunduran diri Saudara Yusri dari PNS
pada tanggal 29 Juli 2018Bahwa Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros dalam hal
ini sebagai Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan bahwa
masa pensiun Pegawai Negeri Sipil dihitung dari terhitung mulai
tanggal (TMT) yang tertera dalam SK Pensiun Pegawai Negeri
Sipil, dan sepanjang sebelum masa TMT yang bersangkutan
adalah Pegawai Negeri Sipil; ------------=----mmmmmmmmmmmmm

10) Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 255 menyebutkan: “1)
PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
wajib mengundurkan diri secara tertulis”; ---------=----—--eeme -

KABUPATERN

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; ----------=-=--=-===-ooeee-

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan
Kabupaten Maros yang telah menyerahkan dokumen syarat
dukungan untuk calon dari Partai Perindo Kabupaten Maros sebagai
Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maros (KPU Kabupaten Maros)
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 N.omor:.
93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi
Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD
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Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7 Agustus
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Menimbang bahawa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara
KPUD Kabupaten Maros tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Delapan Belas, tentang penetapan status tidak memenuhi syarat
(TMS) salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros dalam
Pemilihan Umum 2019; ~----mmommomomm e

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah
mengajukan jawaban yang dibacakan pada sidang Adjudikasi
sengketa proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maros pada
tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,

&d“q.pun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian
L TEirgon o Con SRR PR RS S R

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-
bukti dokumen dan pemohon telah mengajukan saksi sebagaimana
BRI BB et ran gaT] SAK ST -~ e

Menimbang bahwa Majelis Sidang Adjudikasi menghadirkan Lembaga
Pemberi Keterangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatthan Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dalam bagian
Keterangan Saksi dan Lembaga Pemberi Keterangan; -------------—--—---

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa,
terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan
kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan,
Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum Pemohon dan Jangka Waktu
Pengajuan Permohonan sebagai berikut; -------------—-eeo__________

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros sebagai
berlllly e
a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Pengawas
Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi
jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Maros dan
berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara
pemohon dengan termohon akibat dikeluarkannya objek sengketa;
b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemililhan Umum berbunyi “Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas: a) melakukan pencegahan dan
perindakan terhadap: 1) pelanggaran pemilu dan 2) sengketa
ProSes Pemilis”] —- - mmme oo
¢) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “dalam melakukan
perindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima
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mohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah
ipaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan materil
honan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah
abupaten/Kota, 3) melakukan mediasi antara pithak yang
bersen, ke?a diwilayah kabupaten/ kota; 4) melakukan proses
: adjudzkas: sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota
- apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
5) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah
e R S

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemillhan Umum “Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang: c) menerima, memeriksa, memediasi
mau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses
E————h di wilayah Kabupaten,/ Kota; -=-=-=---=—=— - oo
- €] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “sengketa proses pemilu
meliputi, sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa
peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan
e e R e ol g e S

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “I1) Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2) permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1
disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu; 3)
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling
sedikit memuat: a) nama dan alamat pemohon; b) pihak termohon;

dan c) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan

KPU Kabupaten/Kota yang menjadi penyebab sengketa; 4)
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,

dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
Sengketq, ---=====r=mmmrmmm e e e e e

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor

7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi, Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang
menyelesaikan sengketa proses Pemilu, (2) Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus
sengketa proses Pemilu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota melaukan penyelesaian sengketa proses pemilu,
melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak
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yang bersengketa untuk menc
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atau  mis apai kesepakatan melalui mediasi
kesepekﬁg:wa;::z dan ‘mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai
dimaksud pad ara pihak yang bersengketa sebagaimana
Bawaslu Kgbugatzgj ;(' f £ b Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
L engieta proses pemily
ggrhn‘i);’i?-l berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas
Penyelei]:«;liza.r}J mumk Ifomor 18 tahun 2017 tentang tata ca
sengketa proses pemilih fi
Bawaslu Kabupate - an umum berbunyi: “3)

n/Kota berwenang menyelesaikan sengk
; L gketa
proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU

s e M e e SR R I e S
Bahwa selanjutnya termohon adalah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros akibat dikeluarkannya berita acara KPU
Kabupaten Maros tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu
Delapan Belas tentang Penetapan status tidak memenuhi syarat
(TMS) salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros
dalam Pemilihan Umum 2019;
Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa berkeberatan
dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kab Maros tanggal
Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang
Penetapan status tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal

calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum
L R B

Berdasarkan  pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi
berpendapat bahwa, Bawaslu Kabupaten Maros berwenang
memeriksa dan memutus sengketa a quo; -----------=========--~-—-—e

Menimbang bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

sehagailhenliafer = cmee e oo

a) Bahwa pemohon adalah Partai politik peserta Pemilu sebagai
DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sesuai Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.0O1.1-
Kpt/03/KPU/I[/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2019.

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: “Peserta Pemilu
untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”, ------~=-=c==-n---omoromooooee

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (2)
pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimar_la
dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon Peserta Pemilu
dan/atau Peserta pemilif, =—st-——ccoo=rrmaanentznsarnsonsnsn s o es
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" » raturan Badan Pen
mor 18 Tahun 2018 tentang Perut%:::r?
gawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
S T n ;;ergjalesaianhSengketa Proses Pemilihan
Rl DUnyi: ermohnon ]
Para P Pese e P
sarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
rar Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
»entang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
nur Pasa.l 7A bernunyi: “permohonan penyelesaian sengketa
oses pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta
ilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan
ntuan sebagai berikut: c. tingkat Kab/Kota diajukan oleh
. dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan
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Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab/Kota, Pasal 10 berbunyi: (1) partai politik mengajukan
dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen
persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupeten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/Kip Aceh dan
KPU/Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3", ------------------—-

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab/Kota, Pasal 11 berbunyi: “1) dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1): a. surat pencalonan menggunakan formulir B; b. daftar
bakal calon menggunakan formulir B.1; dan c. surat pernyataan
pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa partai politik
yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal
calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART
atau aturan internal partai politik. (4) dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabu/Kota disahkan dan
ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Cabang Partai Politik tingkat Kab/Kota atau nama lainnya dan
dibubuhi cap basah; -——==rsfta ke mttoen

h) Bahwa permohonan dalam sengketa in casu adalah saudara
Umar Arief Dermawan dan saudara Jufri adalah Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Partai Perindo
Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keputusan Dewan
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o8 artai Perindo Nomor: 685-SK/DPP-PA
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e balffﬁmbangan di atas, Majelis Adjudikasi
g Ed | wa, .Pemohon mempunyai kedudukan hukum
ngj Sebagal pemohon dalam sengketa a quo; ~=-«-=-cceaua

BIMORON; ~~----vv.__

a) E:é’lagzl t;rrnohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

BT oS enyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara

- Nomor: 93/PL/01-BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil

Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon

- Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019

- tertanggal 7 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada
S sy e

b) Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslu Kabupaten
Maros setelah KPU Kabupaten Maros menerbitkan Berita Acara
penetapan status tidak memenuhi syarat salah satu bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum
2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu
Kabupaten Maros pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus
tahun 2018; ————--—=—--——--—-

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) “permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,
dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
AKIDAL”; ~ === m e o e

d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan
bahwa Pasal 12 ayat (2) “permohonan sebagaimana dimaksud
ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau
Keputusan KPU Kabupaten/Kota”; ----=-============mmmmome

e) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2017 Tentang tatacara penyelesaian sengketa proses

pemilihan umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka

batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan
penyelesaian  sengketa proses pemilu sejak  tanggal

dikeluarkannya objek sengketa pada hari .selasa tanggal 7

(tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; ------------------

- e - - -
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d)
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artai Perindo Nomor-: 685-SK/DPP-PARTA]

kan Pertimbangan g atas, Majelis  Adjudikas;i

. ‘ mpunyai kedudukan hukum
) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo:

B s 2 SN

tentang Hasil
an Dokumen Syarat Bakal Calon

penetapan status tidak memenuhj Syarat salah satu bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum
2019 tertanggal 7 Agustus 2018, dimohonkan kepada Panwaslu

Kabupaten Maros pada hari rabu Tanggal 8 bulan Agustus
EheaDIss - oo .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (4) “permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi,
dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab
akibat v —+-o - —— ..
Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan
bahwa Pasal 12 ayat (2) “permohonan sebagaimana dimaksud
ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerjq sejak tanggal
penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau
Keputusan KPU Kabupaten/Kota”; —-----=====-=-cmooomeee
Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 Tentang tatacara penyelesaian sengketa proses
pemilihan umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka
batas waktu 3 (tiga) harn kerja pen.gajuan .permohonan
penyelesaian  sengketa  proses permlg sejak  tanggal
dikeluarkannya objek sengketa pada hari selasa tanggal 7
(tujuh) Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; ~-~—-—m=—=m=seeee
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berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masuk dalam tenggang
waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, karena
termohon KPU Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
penyelenggara pemilu telah menerbitkan berita acara status tidak
memenuhi syarat (TMS) salah satu bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Maros dalam pemilihan Umum 2019 tertanggal 7
Agustus 2018 hari Selasa, sedangkan pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum ke Panwaslu
Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, dengan

demikian tenggang waktu pengajuan permohonan telah terpenuhi
berdasarkan peraturan perundang-undangan; ---------=-===--=--------

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan
mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; ----------------
a) Bahwa pemohon pada pokoknya mempersolakan Berita Acara
KPU Kabupaten Maros Nomor: 93/PL/01-
BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan
Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7
Agustus 2018, sehingga mengakibatkan salah satu Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil I dari DPD Partai
Perindo Kabupaten Maros atas nama Yusri Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Maros,
karena KPUD Kabupaten Maros menganggap belum cukup kuat
dengan lampiran Foto Copy SK Pensiun Nomor:
000152/KEP/EV/27308/18 yang diterbitkan oleh Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di
Makassar pada tanggal 29 Juni 2018 dan KPUD Kabupaten
Maros menilai Sudara Yusri masih berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada tanggal 31 Juli 2018; -—---—--—---—-memmmmmeee .
b) Bahwa pemohon berkeyakinan pada waktu masa akhir
perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten Maros yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang
bersangkutan atas nama Yusri substansinya sudah berhenti
sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor:
000152 /KEP/EV/27308/18 tertanggal 29 Juni 2018; ~------——-—-
c) Bahwa dalam alasan Permohonan Pemohon berkeberatan
terhadap penetapan berita acara hasil verifikasi keabsahan
perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten
Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor: 93/PL/01-
BA/7309/Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan
Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 7
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. berakibat salah satu bakal calon
DPRD Kabupaten Maros DPD partai Perindo

‘Maros Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----------=--—"
Menimbang bahwa termohon dalam jawaban atas objek
.ngketa a quo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan
snyelenggraan pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi
yarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU

Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI

Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman

Teknis Pengajuan dan Verfikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 40 s/d 41 dalam

tabel 7 nomor 1, pada kolom Parameter Keabsahan huruf e

dinyatakan bahwa “dalam hal pemberhentian bakal calon yang

berstatus selain Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah
terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa
pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan I (satu) hari
sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan
tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran dir
sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf ¢, yaitu: a) Surat

Pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan,

b) tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

terhadap surat pengajuan pengunduran diri, ¢) dalam surat

keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri
sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”; -----------—-—--—--—-

e) Keputusan KPU RI Nomor: 876 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VI1/2018
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verfikasi Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 12
tabel 3 syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari
Jabatan tertentu adalah: “d) Aparatur Sipil Negara, dengan
melampirkan: b) surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan
tertentu; c) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas
penyer.ahan surat pengunduran diri; d) surat keterangan bahwa
pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang
berwenang;

f) Menimbang,. bghwa persyaratan bakal calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang
dalam Undang-Unda_i'ng 'Nomor 7 Tahun 2017 merupakan
persyaratan yang wajib di penuhi oleh pribadi bakal calon yang
hendak didaftarkan oleh Partai Politik peserta Pemilu maémg_
masing;

g) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 av :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 t:;\l’zng(gl)}?:;lli‘;jl}iaﬁ
grfl)num mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota
sebl:g aDiPI;Q)eDﬁiI:rnfl dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang berbunyi
e mengundurkan .dz.n sebagai kepala daerah,

pala daerah, aparatur 1 ,
Nasional Ind ; s Sipil negara, anggota Tentara
onesia, anggota Kepolisian Negara Republik

20



h)

j)

k)

1)

2B AW A
l @R PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UM U1
BPKABUPATEN MARO ¢
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyrawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran
RO gng e ak A IIORC KeMDall===~=-~--=-~====~=c-wcezecmm=--
Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 KPUD Maros
menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Maros dari DPD Partai Perindo Kabupaten
Maros berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi
persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme
dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima
pendaftaran (formulir TT.Pd) pada hari yang sama yakni tanggal
17 Juli 2018; ~--==-==mm oo o oo s oo
Menimbang, bahwa KPUD Kabupaten Maros setelah menerima
berkas pengajuan pencalonan, Tim Verifikasi bersama tim
penghubung Partai Perindo langsung melakukan verifikasi
kelengkapan berkas pencalonan dan bakal calon untuk semua
bakal calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Perindo
Kabupaten Maros melalui lembaran instrument verifikasi
kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang telah
diparaf oleh tim penghubung Partai Perindo. Tim verifikasi
menemukan bahwa bakal calon atas nama Yusri nomor urut 1
(satu) unuk daerah pemilihan Maros II hanya melampirkan dua
dokumen, maka tim verifikasi belum biasa untuk melakukan
verifikasi dan penelitian secara menyeluruh terhadap
keabsahan informasi dan dokumen bakal calon yang
bersangkutan sebab tidak adanya dokumen lain yang bisa
menjadi pembanding (formulir model BB.1 dan BB.2); -------—-—--
Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dalam
bentuk berita acara dan lampiranya telah diberikan oleh KPUD
Kabupaten Maros kepada tim penghubung Partai Perindo
Kabupaten Maros pada tanggal 21 Juli 2018. Lampiran hasil
verifikasi tersebut memuat dokumen-dokumen syarat bakal
calon yang harus dilengkapi atau diperbaiki oleh seluruh bakal
calon melalui tim penghubung Partai Perindo, termasuk bakal
calonb ata§ nama Yusri, waktu yang diberikan masing-masing
Partai Politik untuk melengkapi seluruh dokumen syarat calon
adalah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 22 s/d 31 Juli 2018; ----
Menimbang keterangan Saksi-Saksi dan Lembaga Pemberi
ket.era_ngal"l yang dlhadlrkan dihadapan Majelis Sidang
Adjudikasi Penyel;esalan sengketa proses Pemilihan umum
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji; ----
xgr?]];:bﬁn’% Eahv\éab 1P;raturan Peme.rmtah Republ'ik Indonesia
Sl a 1un DL tentang Manajemer} ngawal Negeri Sipil,
berbunyi: “1) PNS dilarang menjadi anggota dan/ atau
pengurus partai Po{lt}k; 2) PNS yang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis”:
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Menimbang bahwa atas dasar selur
maka Bawasly Kabupaten
san hukum untuk menolak selu

uh pertimbangan hukum di
Maros berpendapat cukup
ruh permohonan pemohon; -

-

ngat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
18 Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas
an Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
dan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
ta Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
ntuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang
calonan  Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
' Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-
- Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan

Verfikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
B B T Bl oo e s s v e i s

MEMUTUSKAN
“Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maros oleh 1) Sufirman, S.IP, 2)
Amiruddin, SH.,MH, 3) Muhammad Gazali Hadis, S.Pd.I.,M.Pd.I
masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maros dan
diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 oleh 1)
Sufirman, S.IP, 2) Amiruddin, SH.,MH, 3) Muhammad Gazali
Hadis, S.Pd.I.,M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu
Kabupaten Maros dibantu oleh Sekretaris Asri Said, ST; ~-----———-——-

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maros

(Suffrman, s.Idmiruddin, SH.,MH) (Muh. Gaafi Hadis, S.Pd.1.,M.Pd.])

Sekretaris

WAS PEMILIHANUMUM

;«e-,; P ET#E[" M/"p‘
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